RANCANGAN

UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …

TENTANG

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
	Menimbang:       


	a.
	bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

	
	b.   
	bahwa masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan keuangan yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat;

	

	c.
	bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah terdapat lembaga penyedia jasa keuangan mikro selain bank yang belum memiliki status hukum dan belum diatur kelembagaannya;

	

	d.
	bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kegiatan layanan jasa keuangan mikro memerlukan pengaturan mengenai lembaga keuangan mikro;

	

	e.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro;


	Mengingat:   
	Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

	Menetapkan:   
	UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.


BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Keuangan mikro adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan  pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. 
2. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan mikro bukan bank yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 
3. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang dan didirikan untuk mewujudkan kesamaan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat dan/atau anggotanya kepada LKM berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan.

5. Tabungan adalah simpanan di LKM yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penyimpan dana dengan LKM yang bersangkutan dengan menggunakan tanda terima dan/atau buku tabungan.
6. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk suatu kegiatan usaha yang harus dikembalikan berdasarkan perjanjian dengan disertai pendampingan. 

7. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk suatu kegiatan usaha yang harus dikembalikan berdasarkan perjanjian sesuai prinsip keuangan syariah dengan disertai pendampingan.
8. Penyimpan adalah pihak yang menyimpan dananya di LKM dalam bentuk simpanan.
9. Penerima adalah pihak yang menerima dana dari LKM.
10. Anggota adalah anggota koperasi dan anggota perkumpulan.

11. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang usaha dan keuangan mikro.
13. Orang adalah orang perorangan dan/atau badan hukum.
BAB II

ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

LKM berlandaskan pada asas:

a. kemudahan;

b. kebersamaan;

c. keberlanjutan; 
d. kemandirian;

e. pemerataan; dan 

f. keterbukaan.

Pasal 3

LKM bertujuan:

a. memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah;

b. mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau  berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro; dan

c. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

BAB III

PENDIRIAN, BENTUK HUKUM, PERMODALAN, KEPEMILIKAN, 

DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 4
Pendirian LKM harus  memenuhi persyaratan:

a. berbadan hukum Indonesia;

b. memiliki modal awal paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

c. mendapat  izin usaha dari bupati/walikota.

Bagian Kedua

Bentuk Hukum

Pasal 5
(1) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a. perkumpulan;

b. koperasi;

c. perseroan terbatas;

d. perusahaan daerah; atau

e. badan usaha milik desa.

(2) Pembentukan masing-masing badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
(1) LKM yang berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) LKM yang berbentuk badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Pasal 7
(1) Pembentukan LKM yang berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. daftar nama pendiri;

b. susunan kepengurusan;

c. nama dan tempat kedudukan;

d. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;

e. ketentuan mengenai cakupan wilayah;

f. ketentuan mengenai pengelolaan;

g. ketentuan mengenai permodalan;

h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; dan

i. ketentuan mengenai sanksi.

(3) LKM yang berbadan hukum perkumpulan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh bupati/walikota;
(4) LKM yang berbadan hukum perkumpulan dapat memulai kegiatan usahanya setelah memperoleh status badan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).
Pasal 8

LKM berkedudukan di kabupaten/kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Permodalan

Pasal 9
Permodalan LKM dapat berasal dari:

a. modal sendiri;

b. simpanan;

c. Pemerintah; 

d. pemerintah daerah kabupaten/kota; 

e. pemerintah desa/kelurahan;

f. pinjaman; dan/atau

g. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Bagian Keempat
Kepemilikan

Pasal 10
(1) LKM hanya dapat dimiliki oleh: 
a. warga negara Indonesia;
b. perkumpulan yang didirikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan bersama;
c. badan hukum Indonesia yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; 
d. pemerintah daerah kabupaten/kota; atau
e. masyarakat desa atau pemerintah desa/kelurahan.
(2) Setiap orang hanya mendapatkan kepemilikan mayoritas untuk 1 (satu) LKM baik secara langsung maupun tidak langsung.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi pihak‑pihak, perubahan kepemilikan, dan perubahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Perizinan

Pasal 11
(1) Sebelum menjalankan kegiatan usahanya, LKM harus memiliki izin usaha dari bupati/walikota sesuai dengan cakupan wilayah.

(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM harus mengajukan permohonan kepada bupati/walikota setelah memenuhi persyaratan:

a. memiliki akta pendirian bagi masing-masing badan hukum Indonesia; dan
b. memiliki modal awal minimum yang bukan berasal dari pinjaman.

Pasal 12
(1) Bupati/walikota harus memberikan izin usaha kepada LKM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

(2) Apabila bupati/walikota tidak menjawab permohonan izin usaha melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota dianggap menyetujui permohonan dimaksud.

(3) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, bupati/walikota harus memberikan jawaban tertulis yang memuat alasan-alasan penolakan kepada pemohon. 

Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN CAKUPAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha
Pasal 14
(1) Kegiatan usaha LKM meliputi:

a. memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada perorangan, kelompok, atau anggotanya yang menjalankan usaha mikro;

b. menerima simpanan; dan 
c. melakukan usaha jasa keuangan lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
(2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LKM wajib melakukan pendampingan.
(3) Penentuan besarnya pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan skala usaha. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penentuan besarnya pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15
(1) Kegiatan usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan:
a. prinsip keuangan konvensional, atau
b. prinsip keuangan syariah.

(2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LKM hanya dapat memilih salah satu prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.

(3) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip keuangan syariah wajib mematuhi prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16
Dalam melakukan kegiatan usahanya, LKM dilarang:

a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

c. melakukan usaha perasuransian sebagai  penanggung;

d. bertindak sebagai penjamin; 
e. menempatkan dana dalam bentuk Simpanan pada LKM lain;

f. memberi pinjaman kepada LKM lain; dan
g. melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
Bagian Kedua

Cakupan Wilayah Usaha
Pasal 17
LKM hanya dapat melakukan kegiatan usaha dalam cakupan wilayah usaha sesuai dengan izin usahanya.

Pasal 18
(1) Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

(2) Operasional usaha LKM berada di desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pengelolaan usaha LKM sesuai kondisi masing-masing daerah didasarkan pada standar minimum pengelolaan usaha LKM. 
(4) Ketentuan mengenai standar minimum pengelolaan usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
LKM yang wilayah usahanya mengalami pemekaran atau penggabungan wilayah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, harus menjamin kesesuaian cakupan wilayah usaha selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan daerah pemekaran atau penggabungan.
Pasal 20
LKM yang mengubah cakupan wilayah usahanya harus memberikan pemberitahuan kepada bupati/walikota di wilayah yang lama dan melaporkan kepada bupati/walikota di wilayah yang baru.

BAB V
PENJAMINAN SIMPANAN  DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Penjaminan Simpanan

Pasal 21
(1) Untuk kepentingan nasabah, LKM dapat:

a. mengikuti program penjaminan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga penjamin simpanan; 
b. melakukan mekanisme penjaminan sendiri sesama LKM; atau 

c. mengikuti mekanisme lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah menunjuk badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah untuk melakukan penjaminan simpanan pada LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan simpanan bagi LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penjaminan Pinjaman

Pasal 23
LKM dapat melakukan penjaminan terhadap pinjaman atau pembiayaan kepada suatu lembaga penjamin pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban memberikan subsidi premi bagi LKM yang mengikuti suatu program atau mekanisme penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan penjaminan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 23.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VI

KEPENGURUSAN DAN PERTUKARAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Kepengurusan

Pasal 25
(1) Kepengurusan LKM bagi masing-masing badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Susunan kepengurusan LKM berbadan hukum perkumpulan sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. pengawas internal;
b. ketua;
c. sekretaris; dan
d. bendahara.
(3) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing LKM.

Bagian Kedua

Pertukaran Informasi

Pasal 26
(1)   Pengurus LKM dapat melakukan tukar menukar informasi antar LKM.

(2) 
Dalam melakukan tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus LKM dapat memberitahukan informasi dan data mengenai penerima kepada LKM lain.

(3) 
LKM dapat melakukan tukar menukar informasi tentang perkembangan LKM masing-masing untuk tujuan memajukan LKM.

Pasal 27
Dalam hal penerima telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari penerima yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai setiap transaksi antara penerima dengan LKM.
BAB VII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 28
(1) 
LKM dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan satu atau lebih LKM lainnya dengan persetujuan bupati/walikota yang memberikan izin usaha.

(2) 
LKM hasil penggabungan atau peleburan harus menyesuaikan cakupan wilayah usahanya dengan melakukan perubahan anggaran dasar.

Pasal 29
(1) LKM dapat dibubarkan karena:

a. membubarkan diri atas persetujuan para pendirinya; 

b. dicabut izin usahanya oleh bupati/walikota;
c. dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang; atau 
d. tercapainya tujuan atau berakhirnya jangka waktu kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar.

(2) Selain LKM berbadan hukum Perkumpulan, pembubaran LKM didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang badan hukum masing-masing LKM.

Pasal 30
Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, yang harus bertanggungjawab mengembalikan seluruh simpanan yang telah dihimpun adalah:

a. 
pengurus dalam hal LKM berbadan hukum perkumpulan;

b. 
seluruh pemegang saham pengendali dan direksi atau pihak yang disamakan dengan itu dalam hal LKM berbadan hukum perseroan terbatas, koperasi, perusahaan daerah, atau badan usaha milik desa.
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, dan pembubaran LKM diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VIII 

PEMBINAAN DAN KERJASAMA
Pasal 32
Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengembangan LKM dengan mempertimbangkan aspek keberlangsungan LKM dan persaingan yang sehat.
Pasal 33
LKM dapat melakukan kerjasama antar LKM maupun dengan lembaga keuangan lain dalam rangka memajukan LKM.

BAB IX 

PENGAWASAN 

Pasal 34
(1) Pengawasan terhadap LKM dilakukan oleh bupati/walikota.

(2) Bupati/walikota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada pejabat yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat atau secara berkala.
Pasal 35
(1) LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 
(2) Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus LKM dilarang:

a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.
Pasal 36
(1) 
Setiap LKM wajib menyampaikan laporan keuangan kepada bupati/walikota sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu ) tahun.
(2) 
LKM wajib mengumumkan laporan keuangannya kepada masyarakat.

(3) 
Ketentuan mengenai standar minimum pengawasan, bentuk laporan, mekanisme penyampaian laporan serta mekanisme pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37
(1) Setiap LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran;

b. peringatan tertulis;

c. denda administratif; 

d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
e. pencabutan izin usaha.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38
Setiap orang yang memiliki mayoritas kepemilikan lebih dari 1 (satu) LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 39
Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang tidak bertanggung jawab mengembalikan seluruh dana simpanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 41
Setiap pengurus dan/atau pegawai LKM yang:

a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagai LKM yang tidak berbentuk bank dan belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat tetap beroperasi dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. 
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LKM, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44
Undang‑Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada  tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

     SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

PATRIALIS AKBAR

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

I. UMUM
Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat.  Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik perbankan maupun bukan perbankan perlu dipertahankan dan  dilanjutkan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), maupun Sumber Daya Manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank.

Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. 

Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2)  UUD 1945. Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan skala mikro, untuk memberikan pelayanan di bidang keuangan secara luas kepada masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan  dapat berperan sebagai proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, sehingga perlu disusun suatu undang‑undang tentang lembaga keuangan mikro untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum terhadap kegiatan layanan jasa keuangan mikro. 


Penyusunan Undang‑Undang ini bertujuan:

1. memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah;

2. mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro; dan

3. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. 

Undang‑Undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan lingkup dari LKM konsep simpanan dan pinjaman/pembiayaan dalam definisi LKM, asas dan tujuan. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai kelembagaan baik yang mengatur pendirian, bentuk hukum, permodalan, maupun kepemilikan. Semua bentuk badan hukum dapat mendirikan LKM. Undang-Undang ini mengatur secara Lex Specialis tentang LKM berbadan hukum perkumpulan. 

Selain itu Undang-Undang ini mengatur juga mengenai kegiatan usaha LKM meliputi pemberian pinjaman/pembiayaan dengan disertai pendampingan dan penerimaan simpanan, besarnya pemberian pinjaman/pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha penerima dana, cakupan wilayah yang berada dalam wilayah kabupaten/kota dengan operasional usaha berada di desa/kelurahan, penjaminan terhadap simpanan dan pinjaman, kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan subsidi premi bagi penjaminan simpanan, dan pinjaman dan/atau pembiayaan di LKM. 

Kepengurusan LKM perkumpulan minimal terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan bendahara, sedangkan kepengurusan berbadan hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mengatur pula ketentuan mengenai tukar menukar informasi antar LKM. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penggabungan, peleburan, dan pembubaran, kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan LKM,  kerjasama antar LKM maupun dengan lembaga keuangan lain, serta ketentuan mengenai pengawasan terhadap LKM yang dilakukan oleh bupati/walikota. 

II.  PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemudahan” adalah bahwa prosedur pembiayaan dan penyimpanan dana dalam LKM dibuat sesederhana mungkin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. 


Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak bergantung kepada pihak lain baik dari aspek sumber daya manusia dan permodalan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah suatu kegiatan usaha yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah suatu kegiatan usaha yang proses pengelolaannya dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 3  

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Untuk dapat mendirikan LKM harus memilih salah satu dari badan hukum Indonesia.
Huruf b

Persyaratan modal awal ini berlaku bagi seluruh badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai LKM.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

LKM yang berbentuk badan usaha milik desa dapat didasarkan pada kesatuan masyarakat hukum adat atau kesatuan wilayah administratif.
Pasal 6

Ayat (1)


Cukup jelas.
Ayat (2)

Badan hukum perkumpulan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pembentukannya.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Yang dimaksud dengan ”permodalan” adalah permodalan yang dimiliki oleh badan hukum yang telah memiliki izin usaha LKM.
Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan mayoritas” adalah kepemilikan permodalan LKM yang menguasai 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya efek monopoli ketika salah satu LKM menghadapi suatu kesulitan sehingga lebih memungkinkan terjadinya risiko sistemik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas. 

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat  (3)

Dalam penentuan besaran pinjaman dan pembiayaan perlu adanya pembatasan besarnya dana yang diberikan disesuaikan dengan tingkatan kebutuhan dan skala usaha penerima dana berdasarkan 3 (tiga) kriteria: 

a. perintis/pemula; 

b. pengembangan; dan 

c. mandiri.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Satu LKM tidak dapat melakukan kegiatan usaha dengan dua prinsip sekaligus.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.   
Huruf d

Yang dimaksud bertindak sebagai penjamin adalah LKM melakukan kegiatan penjaminan sebagaimana dilakukan oleh lembaga penjamin atau kegiatan penjamin emisi efek (underwriter).
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Larangan pemberian pinjaman kepada sesama LKM karena objek pemberian pinjaman hanya pada usaha mikro.
Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 17

Pembatasan cakupan wilayah usaha dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian daerah setempat, dengan menghindarkan pelarian dana keluar dari daerah yang bersangkutan, agar LKM mampu membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan serta mempermudah pengelolaan risiko sistemik.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengaturan mengenai standar minimum pengelolaan usaha LKM antara lain berdasarkan pada skala usaha LKM, total simpanan yang dihimpun, dan total pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LKM. 

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Mengingat belum adanya lembaga khusus yang melakukan penjaminan terhadap simpanan pada LKM, Pemerintah melakukan penjaminan simpanan bagi nasabah simpanan LKM baik secara langsung dengan membentuk lembaga atau menunjuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, maupun membentuk sistem penjaminan simpanan.
Huruf b

LKM dapat melakukan penjaminan bersama (mutual guarantee) antar sesama LKM dengan cara mengumpulkan dana bersama antar LKM untuk menjamin simpanan.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah” adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang melakukan usaha penjaminan.
Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “suatu lembaga penjamin pinjaman atau pembiayaan” adalah perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang yang merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya PT. Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, Lembaga Penjamin Kredit Daerah, atau pegadaian.

Pasal 24

Ayat (1)
Anggaran subsidi premi penjaminan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan dalam Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 25

Ayat (1)
Kepengurusan LKM diutamakan bagi mereka yang memiliki pengalaman dalam usaha mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Penggabungan dapat dilakukan dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu LKM dan membubarkan LKM lainnya.

Peleburan dapat dilakukan dengan cara mendirikan LKM baru dan membubarkan LKM lainnya.     
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pernyataan pailit ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32           
Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah berupa pembinaan teknis yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Menteri.
Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berupa pembinaan yang bersifat kelembagaan, meliputi antara lain:
a. tenaga penyuluh;

b. pendidikan dan pelatihan; 

c. sarana dan prasarana; dan

d. menyediakan database LKM di daerah.

Pasal 33

Bentuk kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama untuk memajukan LKM dan bukan dalam hal pemberian pinjaman kepada sesama LKM.
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ….. 

